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PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 8 TAHUN 2019
TENTANG

STANDAR PENGELOLAAN DOKUMEN DAN INFORMASI HUKUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang

Mengingat

—

bahwa Badan Pembinaan Hukum Nasional selaku Pusat
Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional
menyelenggarakan fungsi menyusun dan/atau
menyempurnakan pedoman/standar pengelolaan teknis
dokumentasi dan informasi hukum;

bahwa Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi
Manusia Nomor 2 Tahun 2013 tentang Standardisasi
Pengelolaan Teknis Dokumentasi dan Informasi Hukum
sudah tidak sesuai dengan perkembangan teknologi
informasi dan komunikasi sehingga perlu diganti;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan
Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
tentang Standar Pengelolaan Dokumen dan Informasi

Hukum;

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang

Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik


http://www.bphn.go.id/data/documents/08uu039.pdf
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Menetapkan

Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran
Negara Tahun 2008 Nomor 4916);

2. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang
Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012
Nomor 82);

3. Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2015 tentang
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik
Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2015 Nomor 84);

4. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik
Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 1473) sebagaimana telah diubah beberapa kali,
terakhir dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak
Asasi Manusia Nomor 24 Tahun 2018 tentang Perubahan
Ketiga atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi
Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan
Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 1135);

MEMUTUSKAN:
PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
TENTANG STANDAR PENGELOLAAN DOKUMEN DAN
INFORMASI HUKUM.

Pasal 1
Standar pengelolaan dokumen dan informasi hukum ini
dimaksudkan sebagai pedoman yang wajib digunakan dalam
pengelolaan dokumen dan informasi hukum oleh seluruh
anggota Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum

Nasional.


http://www.bphn.go.id/data/documents/12pr033.pdf
http://www.bphn.go.id/data/documents/12pr033.pdf
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Pasal 2
Standar Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum
meliputi:
a. Standar Pembuatan Abstrak Peraturan Perundang-
undangan;
b. Standar Pengolahan Dokumen dan Informasi Hukum;
dan
c. Standar Laporan Evaluasi Pengelolaan Jaringan

Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional.

Pasal 3
Standar Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam
Lampiran I, Lampiran II, dan Lampiran III yang merupakan

bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 4
Dokumen dan Informasi Hukum yang telah diolah
berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Hukum dan Hak
Asasi Manusia Nomor 2 Tahun 2013 tentang Standardisasi
Pengelolaan Teknis Dokumentasi dan Informasi Hukum, wajib
disesuaikan paling lambat 1 (satu) tahun terhitung sejak

Peraturan Menteri ini diundangkan.

Pasal 5
Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 2 Tahun 2013
tentang Standardisasi Pengelolaan Teknis Dokumentasi dan
Informasi Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun

2013 Nomor 218) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 6
Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal

diundangkan.
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Agar setiap orang  mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya

dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 10 Juni 2019

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

YASONNA H. LAOLY

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 25 Juni 2019

DIREKTUR JENDERAL

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA
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